
















Assalamu’alaikum wrwb.

Sebelum mempelajari materi lebih lanjut, silahkan bergabung ke akun edmodo, dengan kode : hz8i7p (XI PB1) dan jab93h (XI PB2).
Disamping ada pengantar materi, dalam akun tersebut sudah saya kirimkan tugas, yang menjadi penilaian di semester genap.

Terima kasih dan tetap semangatt.
Wassallamu’alaikum wr.wb
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MATERI 1
REKONSILIASI FISKAL





REKONSILIASI FISKAL

Rekonsiliasi Fiskal dalam laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh Perusahaan (Wajib Pajak) terjadi karena adanya perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akutansi (komersial), dengan perhitungan laba menurut Perpajakan (fiskal). Laporan Keuangan disusun berdasarkan berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akutansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, Laporan Keuangan disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan (Undang Undang Pajak Penghasilan).
Untuk menjembatani adanya perbedaan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal agar lebih efesiensi maka Laporan Keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial, artinya meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akutansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akutansi, metode dan prosedur akutansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya , serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.
A. Pengertian
Koreksi fiscal (rekonsiliasi fiska) adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiscal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan/perlakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.
B.  Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial Dan Laporan Keuangan Fiskal
1. Perbedaan prinsip akuntansi
Beberapa prinsip SAK yang telah diakui secara umum tetapi tidak diakui dalam fiskal, diantaranya adalah :
a. Prinsip Konservatisme
penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
b. Prinsip Harga Perolehan (cost)
Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.
c. Prinsip pemadanan (matching) biaya-manfaat.
akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
a. Metode Penilaian Persediaan.
Akuntansi komersial meperbolehkan untuk memakai berbagai metode yang ada. Namun apabila pada akuntansi fiskal hanya diperbolehkan menggunakan metode Average dan FIFO.
b. Metode Penyusutan dan Amortisasi.
Akuntansi komersial membolehkan metode penyusutan berbagai jenis, apabila dalam akuntansi fiskal hanya diperbolehkan garis lurus dan saldo menurun. Selain itu apabila akuntansi komersial kita dapat memperkirakan umur ekonomis aktiva tetap, namun pada fiskal yang memutuskan adalah Menteri Keuangan. Demikian pula dengan nilai residu, akuntansi komersial memperbolehkan menggunakan nilai residu, sedangkan fiskal tidak diperoleh menggunakan nilai residu.
c. Metode Penghapusan Piutang.
Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diiatur dalam peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya.
a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
Contoh:

· Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bantuk natura.
· Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal vantura dari badan pasangan usaha.
· Hibah, bantuan, sumbangan.
· Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dari dana pensiun.
· Penghasilan dividen yang diterima oleh PT, koperasi, BUMN/ BUMD, sebagai WPDN dengan persyaratan tertentu.
· Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
Contoh:
· Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
· Penghasilan berupa hadiah undian
· Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
· Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan atau bangunan
· Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyelidikan tindak pidana, dll)
· Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
c.  Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
· Kerugian suatu usaha di luar negeri
· Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya
· Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran
d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 
Contoh:
· Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
· Pajak penghasilan.
· Sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
· Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya, dll.
C. Jenis Perbedaan Pengakuan Antara Komersial dan Fiskal
Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:
1. Perbedaan Tetap (Permanent Differences)
Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena, menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan, contohnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh). Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh telah dikenakan PPh Final, contohnya:
Bunga Deposito dan Tabungan lainnya
· Penghasilan berupa hadiah undian.
· Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau
· bangunan,
· Penghasilan dari  usaha jasa konstruksi dan
· Penghasilan dari persewaan
· tanah dan/atau bangunan
· dan sebagainya (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
Dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, misalnya: biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
· yang bukan objek pajak;
· yang pengenaan pajaknya bersifat final;
· yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan
· penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan  dalam bentuk natura dan kenikmatan
Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan yang diakuai oleh akuntansi komersial  namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final, akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih kecil.
Koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif artinya biaya yang diakuai oleh akuntansi komersial namun  secara fiskal harus dikoreksi, akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih besar.
2. Perbedaan Waktu (Timing Differences)
Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan  laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya.
Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena :
Penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip matching cost with revenue. Sedangkan menurut Undang-undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima.
Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena :
· Perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun
· Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO.
· Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut Undang-undang Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu
Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang.
Koreksi atas beda waktu biaya dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif tergantung dari metode yang digunakan.
D. Jenis Koreksi Fiskal
1. Koreksi Fiskal Positif
Koreksi  Fiskal Positif Yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.
Jenis Koreksi Fiskal Positif antara lain :
· Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
· Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
· Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali :
· Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
· Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
· Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
· Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
· Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
· Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industry.
· Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
· Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
· Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
· Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
· Pajak Penghasilan.
· Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
· Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
· Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
· Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
· Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
· Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.
2. Koreksi Fiskal Negatif
Yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.
Jenis Koreksi Fiskal Negatif antara lain :
a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final antara lain:
· Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
· Penghasilan berupa hadiah undian.
· Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
· Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain:
· Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
· Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
· Warisan.
· Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan  sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
· Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
· Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
· dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
· Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
· Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
· Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
· Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
· Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
· Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
· Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
· Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
· Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
· Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
· Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
· Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
· Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
E. Teknik Rekonsiliasi Fiskal
Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut  dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/ pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menturt fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya/ pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/ pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/ pengeluaran teersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
F. Format Rekonsiliasi Fiskal
Berikutnya akan disampaikan contoh format Rekonsiliasi Fiskal

Laba menurut Laporan Keuangan komersial ……………..                     Rp xxx
Koreksi Positif (Ditambah)
Pengeluaran yg tdk dpt dikurangkan………………..              Rp xxx
Pengeluaran berkaitan penghasilan yang bukan objek pajak   Rp xxx
Pengel. berkaitan pengh. yg telah dikenakan pjk brsfat final   Rp xxx
Beda penghitungan antara PSAK dan PPh ………….             Rp xxx
Total koreksi positif                                                                                     Rp xxx
 
Koreksi Negatif (Dikurangi)
Penghasilan yang bukan objek pajak ……………………      Rp xxx
Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final….       Rp xxx
Beda penghitungan antara PSAK dan PPh………………      Rp xxx
Total koreksi negatif                                                                                 Rp xxx
 
Penghasilan Kena Pajak menurut fiskal……………………….           Rp xxx
PPh terutang……………………………………………………             Rp xxx
Laba setelah PPh……………………………………….…….                 Rp xxx

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:
· Pendapatan menurut fiskal lebih besar dari pada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
·  Biaya/ pengeluaran menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut akuntansi atau suatu biaya/ pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi
Perbedaan diakui sebagai koreksi negatif apabila:
· Pendapatan menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
· Biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar dari pada menurut akuntansi atau suatu biaya/ pengeluaran diakui menuruttt fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
· Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.
































MATERI 2
SPT PPh BADAN




PPh Badan


· Berdasarkan Pasal 17 UU PPh, tarif pajak untuk diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak WP Badan sebesar :Badan Usaha
Batas Peredaran Usaha
Tarif PPh
s/d 4,8 milyar
50% x 25%
4,8 milyar s/d 50 milyar
50% x 25% (Fasilitas)
25% (Tdk dapat Fasilitas)
> 50 milyar
25%










· Untuk perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau dengan kata lain berstatus Tbk (terbuka), dapat dikenakan tariff sebesar 20% jika :
· Minimal 40% saham dimiliki oleh publik
· Dimiliki paling sedikit 300 pihak
· Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham < 5%
· Kondisi tersebut harus terpenuhi paling singkat 183 hari dalam 1 tahun.


· Rumus untuk menentukan PKP yang mendapat fasilitas :Penghasilan Kena Pajak	= 		4.800.000.000     X	Penghasilan Kena Pajak Fasilitas		Peredaran Bruto		(PKP)


· Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1%.

Latihan :
1. PT. Aman Makmur mempunyai penghasilan kena pajak (PKP) tahun 2015 sebesar Rp 200.000.000 dan penghasilan bruto sebesar Rp 3.000.000. Berapakah PPh Badan yang terutang?

2. PT.Dua Bintang mempunyai penghasilan kena pajak (PKP) tahun 2015 sebesar Rp 800.000.000 dan penghasilan bruto sebesar Rp 5.000.000.000. Berapakah PPh Badan yang terutang?


MODUL ADMINISTRASI PAJAK KELAS XI/2



3. PT.Gemilang mempunyai penghasilan kena pajak (PKP) tahun 2015 sebesar Rp 2.000.000.000 dan penghasilan bruto sebesar Rp 60.000.000.000. Berapakah PPh Badan yang terutang?

4. CV.Manis Makmur adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Alat dan Mesin Pertanian. Peredaran Bruto CV.Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp 4.750.000.000 (PKP Rp 950.000.000). Peredaran bruto CV. Manis Makmur untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 5.455.532.000 (PKP Rp 1.091.000.000) dan Rp 6.370.000.000 (PKP Rp 1.274.000.000)
Berapakah PPh terutang tahun 2015 dan 2016?


5. PT. Langgeng mempunyai data keuangan tahun 2015 sebagai berikut : Peredaran bruto	: 10.000.000.000
HPP	: 3.500.000.000
Biaya operasional	: 5.000.000.000 Koreksi fiskal positif	: 500.000.000 Berapakah PPh terutang PT. Langgeng?

6. Data keuangan PT. Makmur tahun 2015 adalah sebagai berikut : Peredaran bruto	: 50.000.000.000
HPP	: 25.000.000.000
Biaya operasional	: 20.000.000.000

	Koreksi fiskal positif	:
	2.000.000.000

	Koreksi fiskal negatif	:
	1.500.000.000

	Kredit pajak PPh 23	:
	500.000.000

	Kredit pajak PPh 22 Impor :
	100.000.000

	PPh 25/bulan	:
	40.000.000

	Diminta :
	


a. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar oleh PT. Makmur.
b. Hitunglah PPh 25 untuk tahun 2016.


7. Data keuangan PT. Sentosa tahun 2015 adalah sebagai berikut : Kompensasi kerugian 2014: 10.000.000.000
Peredaran bruto	: 62.000.000.000
HPP	: 30.000.000.000
Biaya operasional	: 20.000.000.000 Koreksi fiskal positif	:   4.000.000.000


	Koreksi fiskal negatif	:
	3.500.000.000

	Kredit pajak PPh 23	:
	400.000.000

	Kredit pajak PPh 22 Impor :
	200.000.000

	PPh 25/bulan	:
	60.000.000

	Diminta :
	


a. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar oleh PT. Sentosa.
b. Hitunglah PPh 25 untuk tahun 2016.


8. Dari keseluruhan saham PT XYZ Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 60%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 400 pihak. Diantara 400 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 399 pihak hanya memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi selama 234 hari dalam 1 tahun pajak.

9. Dari keseluruhan saham PT DEF Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 45%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 325 pihak. Diantara 325 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 324 pihak hanya memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi selama 180 hari kalender dalam 1 (satu) tahun pajak .
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1771FORMULIR


SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN


TAHUN PAJAK


SPT PEMBETULAN
0
2



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN :
· 
SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
· ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
· BERI  TANDA "X" PADA	(KOTAK PILIHAN) Y ANG SESUAI



KE-…


N P W P	:

NAMA WAJIB PAJAK	:IDENTITAS


JENIS USAHA	:

NO. TELEPON	:

PERIODE PEMBUKUAN	:








-

s.d.







NO. FAKS :





KLU :

-











NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	:
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DIAUDIT
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OPINI AKUNTAN
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TIDAK DIAUDIT


























































































































































































N P W P AKUNTAN PUBLIK	: NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	: N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK	:
NPWP KONSULTAN PAJAK	:



*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
(1)	(2)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL	1A. PENGHASILAN KENA PAJAK

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ……………………………
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	2
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ………………………

RUPIAH *)
(3)

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….B. PPh TERUTANG





b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….	4
c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ………
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) …… 7
8. a.   KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	8a
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….……………..

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….…………

c. JUMLAH ( 8a + 8b )	8cC. KREDIT PAJAK



9. a. b.


PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT



(6 – 7 – 8c)…. 9

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..………………………


10a


b.   STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b




c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………


10c



11. a. b.D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR


PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)


(9 – 10c)….. 11


12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………







13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :


TGL	BLN


THN


a. DIRESTITUSIKAN	b.	DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:


Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)


F.1.1.32.14


Form 1771 (Induk halaman 2)

	Formulir 1771
	
	Halaman
	2

	
	
	RUPIAH

	(1)
	(2)
	(3)

	
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
	14. a.
	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………
	
14a
	
[image: ]

	
	

	
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...
	14b
	

	
	

	
	
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..………………
	14c
	

	
	

	
	d. PPh YANG TERUTANG
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)
	14d
	

	
	e.
	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
	
	

	
	PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……
	14e
	

	
	

	
	
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………
	14f
	

	
	

	
	
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………
	14g
	

	
	

	F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN
OBJEK PAJAK
	

	
	15 a. PPh FINAL :
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…
	15a
	

	
	
b.
	
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :
	
	

	
	PENGHASILAN BRUTO
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..…..
	15b
	

	
	

	G. PERNYATAAN
TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA
	16   a.	Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimew a dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
b.	Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimew a dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country

	
H. LAMPIRAN
	
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. LAPORAN KEUANGAN
c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lam piran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL  (Lam piran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL  (Lam piran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL    (Lam piran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN   (Lam piran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lam piran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lam piran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA m. 
n.

* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://w w w .pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

	PERNYATAAN

	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya term asuk sanksi-s anksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lam pirannya adalah benar, lengkap dan jelas.


a.	WAJIB PAJAK	b.	KUASA	c. …………………………………, d.
(Tempat)	tgl	bln	thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :






NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA   :	e.

N P W P	:	f.
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1771 - IFORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


N P W P	:IDENTITAS


NAMA WAJIB PAJAK	:

PERIODE PEMBUKUAN	:



LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK
2
0





PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL




















s.d.


NO
(1)
1.




















2.


3.

4.


5.





































6.













7.


URAIAN
(2)
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a.   PEREDARAN USAHA	1a
1b
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…

1c
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....………

1d
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....

1e
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...……

1f
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....……

1g
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....……

1h
h.     JUMLAH   ( 1d + 1g )	: .…………...…………....…………...…………....……
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	2
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom  5) .…………...…………....…………...……
3
JUMLAH PENGHASILAN NETO  KOMERSIAL    (1h  + 2) …………………...………
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL	4
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN	5a
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....…
5b
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...……
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU	5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………..
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...
5e
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...…
5f
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....……
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA	5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...…
5h
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....……
5i
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..…
5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..………
5k
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....
5l
l. PENYESUAIAN  FISKAL  POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………
5m
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...…………..........


PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	6a
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..

6b
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..……

6c
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..………………

6d
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....………

6e
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....………


FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: 7b7a

TAHUN KE -	(Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..………


RUPIAH
(3)


8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....…	8
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
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:
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PERIODE PEMBUKUAN :
s.d.

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
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Form 1771 (lampiran 2)
IDENTITAS
FORMULIR
TAHUN PAJAK
2
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Catatan :NO.
PERINCIAN
HARGA POKOK PENJUALAN
(Rupiah)
BIAYA USAHA LAINNYA
(Rupiah)
BIAYA DARI LUAR USAHA
(Rupiah)
JUMLAH
(Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (3) + (4) + (5)

1.

PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN





2.
GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB





3.

BIAYA TRANSPORTASI





4.

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI





5.

BIAYA SEWA





6.

BIAYA BUNGA PINJAMAN





7.

BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA





8.

BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH





9.

BIAYA ROYALTI





10.

BIAYA PEMASARAN/PROMOSI





11.

BIAYA LAINNYA





12.

PERSEDIAAN AWAL





13.

PERSEDIAAN AKHIR (-/-)





14

JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13






· Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
· Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
· Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
· Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.549





Laporan Laba Rugi PT. Ace Hardware Indonesia Tbk

	
	Catatan/
Notes
	2014
Rp
	
	2013
Rp
	

	PENJUALAN
	
	4,492,197,911,790
	
	3,850,300,588,204
	SALES

	PENJUALAN KONSINYASI
	
	
	
	
	

	- BERSIH
	
	49,276,057,227
	
	45,145,787,961
	CONSIGNMENT SALES - NET

	
	
	
	
	3,895,446,376,165
	NET SALES

	
	
	
	
	1,961,897,730,178
	COST OF GOODS SOLD

	LABA KOTOR
	
	2,193,584,429,818
	
	1,933,548,645,987
	GROSS PROFIT

	Beban Usaha
	2.j, 24
	(1,542,837,709,287)
	
	(1,368,663,061,686)
	Operating Expenses

	Pendapatan Lain-lain
	2.j, 25
	66,349,919,683
	
	86,528,830,896
	Other Income

	Beban Lain-lain
	2.j, 25
	(802,029,998)
	
	(225,774,455)
	Other Expenses

	LABA USAHA
	
	716,294,610,216
	
	651,188,640,742
	OPERATING INCOME

	Beban Keuangan
	2.j, 26
	(34,416,198,560)
	
	(28,194,694,965)
	Other Financial Charges

	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
	
	
681,878,411,656
	
	
622,993,945,777
	
PROFIT BEFORE INCOME TAX

	MANFAAT (BEBAN) PAJAK
	
	
	
	
	INCOME TAX BENEFIT

	PENGHASILAN
	2.i, 16.c
	
	
	
	(EXPENSES)

	Pajak Kini
	
	(145,391,764,419)
	
	(135,498,650,019)
	Current Tax

	Pajak Tangguhan
	16.d
	12,406,118,041
	
	15,508,943,161
	Deferred Tax

	Total Beban Pajak Penghasilan
	
	(132,985,646,378)
	
	(119,989,706,858)
	Total Income Tax Expenses

	LABA TAHUN BERJALAN
	
	548,892,765,278
	
	503,004,238,918
	INCOME FOR THE YEAR

	Total Laba Tahun Berjalan Yang Dapat
	
	
	
	
	Total Net Income

	Diatribusikan Kepada:
	
	
	
	
	Attributable To:

	Pemilik Entitas Induk
	
	554,768,637,507
	
	508,872,988,817
	Owner of the Parent Company

	Kepentingan Non Pengendali
	
	(5,875,872,229)
	
	(5,868,749,898)
	Non-Controlling Interests

	
	
	548,892,765,278
	
	503,004,238,918
	

	Pendapatan (Beban)
	
	
	
	
	Other Comprehensive Income

	Komprehensif Lain
	
	--
	
	--
	(Expenses)

	TOTAL LABA KOMPREHENSIF
	
	
	
	
	TOTAL COMPREHENSIVE

	TAHUN BERJALAN
	
	548,892,765,278
	
	503,004,238,918
	INCOME FOR THE YEAR

	
Total Laba Komprehensif Yang Dapat
	
	
	
	
	
Total Comprehensive Income

	Diatribusikan Kepada:
	
	
	
	
	Attributable To:

	Pemilik Entitas Induk
	
	554,768,637,507
	
	508,872,988,817
	Owner of the Parent Company

	Kepentingan Non Pengendali
	
	(5,875,872,229)
	
	(5,868,749,898)
	Non-Controlling Interests

	
	
	548,892,765,278
	
	503,004,238,918
	

	LABA PER SAHAM DASAR
	
2.o, 27
	32.44
	
	29.70
	BASIC EARNING PER SHARE
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Informasi tambahan

	c.	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
	2014
	2013

	
	 	Rp	
	 	Rp	

	Pajak Kini:
	
	

	Perusahaan
	    (145,391,764,419) 
	   (135,498,650,019)	

	
	    (145,391,764,419) 
	   (135,498,650,019)	

	Pajak Tangguhan:
	
	

	Perusahaan
	12,603,321,853
	14,670,885,522

	Entitas Anak
	 	(197,203,812)	
	 	838,057,639	

	
	 	12,406,118,041 
	 	15,508,943,161	

	Total
	(132,985,646,378)
	(119,989,706,858)



	Laba sebelum Pajak Penghasilan menurut
	

	Laporan Laba Rugi Konsolidasi
	681,878,411,656
	
	622,993,945,777

	Rugi Entitas Anak Sebelum Pajak Penghasilan
	14,492,049,749
	
	15,509,505,889

	Tax Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan
	696,370,461,405
	
	638,503,451,666

	Beda Waktu
	
	
	

	Penyusutan dan Amortisasi
	(4,302,120,653)
	
	(2,641,441,870)

	Imbalan Pasca Kerja
	38,452,075,000
	
	37,698,834,000

	Pendapatan Ditangguhkan
	16,131,104,500
	
	22,573,471,000

	Total
	50,281,058,847
	
	57,630,863,130



	
Beda Tetap
	
	
	
	

	Biaya dan Denda Pajak
	208,800
	
	
	18,018,232

	Jamuan dan Sumbangan
	353,898,659
	
	
	989,366,591

	Telepon Selular
	27,364,092
	
	
	66,604,004

	Penghasilan Dikenakan Pajak Final
	(11,260,788,378)
	
	
	(10,912,355,175)

	Lainnya
	(8,813,381,330)
	
	
	(8,802,698,352)

	Total
	(19,692,698,157)
	
	
	(18,641,064,700)

	Taksiran Laba Kena Pajak
	726,958,822,095
	
	
	677,493,250,096

	Beban Pajak Kini Tarif Pajak: 20%
	145,391,764,419
	
	
	135,498,650,019

	Pajak Penghasilan Dibayar di Muka
	
	
	
	

	Pasal 22
	78,240,281,404
	
	
	45,070,105,679

	Pasal 23
	341,488,300
	
	
	244,118,780

	Pasal 25
	82,988,126,082
	
	
	75,737,236,755

	Total
	161,569,895,786
	
	
	121,051,461,214

	
Taksiran Kurang / (Lebih) Bayar Pajak
	
	
	
	

	Penghasilan Pajak Perusahaan
	(16,178,131,367)
	
	
	14,447,188,805

	Taksiran Lebih Bayar Pajak Penghasilan
	
	
	
	

	Pajak - Entitas Anak (Catatan 16.a)
	(2,574,120,452)
	
	
	(1,072,990,380)



Diminta :
1. Buatlah SPT PPh Badan tahun 2014 untuk PT. Ace Hardware Indonesia Tbk.
2. Kapan paling lambat SPT tersebut harus disampaikan/dilaporkan ke kantor pajak?




















































MATERI 3
SPT PPN DAN PPnBM










PPN dan PPnBM

SPT PPN (Induk)
	
[image: ]

KEMENTRIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN.	Beri  tanda X dalam	yang sesuai
	FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

	NAMA PKP :
	NPWP :

 MASA    :	s.d       - 	(mm-mm-yyyy)     Thn Buku :	s.d
Pembetulan Ke :	.. (……....……)	Wajib PPnBM
	

	ALAMAT :
	
	

	TELEPON    :	 HP :	 KLU :	
	
	

	
Perhatian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.
	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	DPP	PPN
A. Terutang PPN :
1. Ekspor	A.   Rp 	-	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1    Rp 	-	Rp 	-	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2   Rp 	0	Rp 	0	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3    Rp 	0	Rp 	0	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4   Rp 	0	Rp 	0	
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 	-	Rp 	-	
B. Tidak Terutang PPN	Rp

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 	-	

	
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp	-
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp	-
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp 	-	
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp	-
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp 	-	-
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 	-	

G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal      -          - 		NTPP:        	
[image: ] [image: ] [image: ]
H. PPN lebih bayar pada :
1	Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1	Butir II.D atau	Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh :	2	PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk :	3	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya     atau	Dikompensasikan ke Masa Pajak	-
 
(mm-yyyy)
3	Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau	Pasal 17C KUP     dilakukan dengan	Prosedur biasa     atau      Pengembalian Pendahuluan atau	Pasal 17D KUP    dilakukan dengan	Prosedur biasa     atau      Pengembalian Pendahuluan atau	Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

	
	III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A. Jumlah  Dasar Pengenaan Pajak	:    Rp 	-	
B. PPN Terutang	:    Rp 	-	
C. Dilunasi Tanggal	: 	- 	- 	(dd-mm-yyyy)	NTPP :	 	

	
	IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
A. PPN yang wajib dibayar kembali    :    Rp 	-	
B. Dilunasi Tanggal	: 	- 	- 	(dd-mm-yyyy)	NTPP :	 	

	
	V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A. PPn BM yang harus dipungut sendiri	1    Rp    	
B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp    	
C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B)	Rp 	-	

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp    	

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D)	Rp 	-	

F. PPn BM  kurang dibayar dilunasi tanggal 	- 	- 	(dd-mm-yyyy)	NTPP :	 	

	
	VI. KELENGKAPAN SPT
Formulir 1111 AB	Formulir 1111 A2	Formulir 1111 B2	SSP PPN..........lembar	Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1	Formulir 1111 B1	Formulir 1111 B3	SSP PpnBM......lembar	,	lembar

	PERNYATAAN:	 	,	 	(dd-mm-yyyy)
[image: ]	[image: ] [image: ] [image: ]
DENGAN    MENY ADARI    SEPENUHNY A   AKAN    SEGALA AKIBATNY A,	Pengurus/Kuasa
SAY A MENY ATAKAN  BAHWA APA Y ANG TELAH  SAY A BERITAHUKAN	Tanda tangan	:
DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNY A ADALAH BENAR,
LENGKAP, JELAS DAN TIDAK  BERSY ARAT.	PKP
Nama Jelas	:
Kuasa	Jabatan	:
Cap Perusahaan	:
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[image: ][image: ]PRODI AKUNTANSI UPJ
SPT PPN (Formulir 1111AB)
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	REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN
	FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

	 NAMA PKP	0	
 NPWP	0	
	
	 MASA	
 Pembetulan 
	

Ke	
	

:	
	0	s.d    0       - 	0	
 (	
	

)
	(mm-mm-yyyy)

	URAIAN
	DPP
	(Rupiah)
	PPN (Rupiah)
	PpnBM (Rupiah)

	I. Rekapitulasi Penyerahan

	
	A.
	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP
	A.1
	-
	

	
	B.
	Penyerahan Dalam Negeri

	
	
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung
	A.2
	-
	-
	-

	
	
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
	
	
	

	
	C.
	Rincian Penyerahan Dalam Negeri

	
	
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri (
Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 )
	1
	
	
	

	
	
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
	2
	
	
	

	
	
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
	3
	
	
	

	
	
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
	4
	
	
	

	II. Rekapitulasi Perolehan

	
	A.
	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan
JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
	B.1
	
	
	

	
	B.
	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
	B.2
	
	
	

	
	C.
	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan
Yang Mendapat Fasilitas
	B.3
	
	
	

	
	D.
	Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C)
	-
	-
	-

	III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan

	
	A.
	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)
	
	

	
	B.
	Pajak Masukan Lainnya

	
	
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
	
	

	
	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 	- 	(mm-yyyy)
	
	

	
	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
	
	

	
	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)
	-
	

	
	C.
	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4)
	
	
	5
	-
	





PRODI AKUNTANSI UPJ
SPT PPN (Formulir 1111A1)
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	DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP
	FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

	 NAMA PKP	0		 MASA	0	s.d 	0   - 	0	(mm-mm-yyyy)
[image: ]
 NPWP	0		 Pembetulan Ke	:		 (		)
[image: ]

	
No.
	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP
	Dokumen Tertentu
	
DPP
	
Keterangan

	
	
	Nomor
	Tanggal (dd-mm- yyy)
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	

	21.
	
	
	
	
	

	22.
	
	
	
	
	

	23.
	
	
	
	
	

	24.
	
	
	
	
	

	25.
	
	
	
	
	

	JUMLAH	A.1
	-
	





PRODI AKUNTANSI UPJ
SPT PPN (Formulir 1111A2)
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	DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
	FORMULIR 1111 A2
	
	
	
	

	
	
	(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
	
	
	
	

	
	NAMA PKP
	0
	
	
	
	
	
	MASA
	0
	s.d
	0
	-
	0
	(mm-mm-yyyy)
	

	
	NPWP
	0
	
	
	
	
	
	Pembetulan Ke	:
	
	(	)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
No.
	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP
	
NPWP/Nomor Paspor
	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/
Nota Retur/Nota Pembatalan
	DPP
(Rupiah)
	PPN
(Rupiah)
	PpnBM (Rupiah)
	
Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur

	
	
	
	
Kode dan Nomor Seri
	Tanggal
(dd-mm-y y y )
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH
	A.2
	-
	-
	-
	





PRODI AKUNTANSI UPJ
SPT PPN (Formulir 1111B1)
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	DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
	FORMULIR 1111 B1
	
	
	

	
	
	(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
	
	
	
	

	
	NAMA PKP
	0
	
	
	
	
	
	MASA
	0
	s.d
	0
	-
	0
	(mm-mm-yyyy)
	

	
	NPWP
	0
	
	
	
	
	
	Pembetulan Ke	:
	
	(	)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
No.
	
Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
	Dokumen Tertentu
	DPP
(Rupiah)
	PPN
(Rupiah)
	PpnBM (Rupiah)
	
Keterangan

	
	
	Nomor
	Tanggal
(dd-mm-y y y )
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH
	B.1
	-
	-
	-
	





PRODI AKUNTANSI UPJ
SPT PPN (Formulir 1111B2)
18






	
	DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEG
	FORMULIR 1111 B2
	

	
	
	(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
	
	
	
	

	
	NAMA PKP
	0
	
	
	
	
	
	MASA
	0
	s.d
	0
	-
	0
	(mm-mm-yyyy)
	

	
	NPWP
	0
	
	
	
	
	
	Pembetulan Ke	:
	
	
	(	)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
No.
	
Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
	
NPWP
	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/
Nota Retur/Nota Pembatalan
	DPP
(Rupiah)
	PPN
(Rupiah)
	PpnBM (Rupiah)
	
Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur

	
	
	
	Kode dan Nomor Seri
	Tanggal
(dd-mm-y y y )
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH
	B.2
	-
	-
	-
	





PRODI AKUNTANSI UPJ
SPT PPN (Formulir 1111B3)
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	DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS
	FORMULIR 1111 B3
	
	
	
	

	
	
	(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
	
	
	
	

	
	NAMA PKP	:
	
	
	
	
	
	MASA	:
	
	s.d
	
	-
	
	(mm-mm-yyyy)
	

	
	NPWP	:
	
	
	
	
	
	Pembetulan Ke	:
	
	
	(	)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
No.
	
Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
	
NPWP
	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/
Nota Retur/Nota Pembatalan
	DPP
(Rupiah)
	PPN
(Rupiah)
	PPnBM
(Rupiah)
	
Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur

	
	
	
	
Kode dan Nomor Seri
	Tanggal
(dd-mm-y y y )
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH
	B.3
	-
	-
	-
	





Faktur Pajak



Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Masukan


24


FAKTUR PAJAK

	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

	Pengusaha Kena Pajak

	Nama	:
Alamat	:
NPWP	:

	Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak

	Nama	:
Alamat	:
NPWP	:

	No. Urut
	
Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak
	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
(Rp)

	
	
	

	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)
	

	Dikurangi Potongan Harga
	

	Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
	

	Dasar Pengenaan Pajak
	

	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak
	

	
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
	










Nama
	



,


*) Coret yang tidak perluTarif
DPP
PPn BM
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
Jumlah
Rp. ………………



Karakteristik PPN :
· PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain, sehingga pemikul beban pajak dan penyetor pajak ke negara berada pada pihak yang berbeda.
· PPN adalah pajak objektif, artinya timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh objek pajak.
· PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal 10%.
· PPN bersifat multi stage tax, artinya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi.
· PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri (destination principle).
· Pemungutan pajaknya menggunakan faktur pajak.
· Penghitungan	PPN	terutang	yang	disetor	ke	negara	menggunakan	cara mengkreditkan pajak masukan (PK-PM).

Objek PPN
· penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
· impor Barang Kena Pajak;
· penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
· pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
· pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
· ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
· ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
· ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Barang yang tidak dikenai PPN
a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jasa yang tidak dikenai PPN
a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;
h. jasa kesenian dan hiburan;
i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
k. jasa tenaga kerja;
l. jasa perhotelan;
m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
n. jasa penyediaan tempat parkir;
o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
q. jasa boga atau katering.


Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan penyerahan BKP dan JKP harus membuat faktur pajak.
Faktur Pajak harus dibuat pada :
1. saat penyerahan BKP
2. saat penyerahan JKP
3. saat ekspor BKP berwujud
4. saat ekspor BKP tidak berwujud
5. saat ekspor JKP
Faktur Pajak paling sedikit harus memuat :
1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP;
2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau JKP;
3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Latihan :
1. Tentukan apakah transaksi dibawah ini terutang PPN atau tidak.
a. PT. Sungsang (Jepang) memberikan jasa manajemen kepada PT. Sungsang Indonesia.
b. PT. Microsoft Ltd. (Amerika) memberikan jasa pendidikan kpd PT. ABC Indonesia sehubungan penyerahan software.
c. Ikatan Alumni UI memasang iklan pengumuman reuni akbar di SCTV.
d. Penjualan motor bekas oleh dealer PT. Maju Makmur.
e. Jasa perbankan dalam menghimpun uang masyarakat oleh BCA.
f. PT. Carefour Indonesia membeli beras dari kelompok tani makmur.
g. PT. Carefour Indonesia membeli madu murni dari PT. Perhutani (Persero)
h. Apotik Kimia Farma jual obat kepada pasien di RSCM.
i. PT. Carefour Indonesia menjual beras rojolele kepada konsumen.
j. Kantor pusat PT. Tumbuh di Jakarta mengirim mobil dinas atas nama kantor pusat ke kantor cabangnya di Maluku.
2. PT. Prioritas adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. Berikut ini adalah data - data penjualan PT. Prioritas : menjual 80 buah kemeja pada Toko Abadi dengan harga masing-masing Rp 100.000, pemakaian sendiri 20 buah kemeja, dimana laba kotor sebesar Rp 20.000 per buah.
Hitunglah PPN yang terutang atas transakai yang terjadi diatas!
3. PT. SAKURA adalah perusahaan yang memproduksi kulkas. Barang tersebut dikategorikan sebagai barang mewah dan dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20%. Dalam bulan Desember 2015 PT. SAKURA menjual 15 buah kulkas pada Toko HINATA dengan harga jual @ Rp 4.500.000. Hitunglah PPN dan PPnBM yang terutang oleh PT. SAKURA!
4. Pak Ali adalah seorang pengusaha yang memilih menjadi PKP, pada masa April 2016 melakukan kegiatan sebagai berikut :
a. Membeli BKP Rp 800.000.000
b. Menjual BKP Rp 600.000.000
c. Menjual BKP ke Luar Negeri/Ekspor Rp 900.000.000 Hitunglah PPN yang terutang oleh Pak Ali pada masa April 2016!
5. PT. Segara adalah PKP yang bergerak di bidang penjualan elektronik di Jakarta. Selama bulan Juli 2015 melakukan transaksi sebagai berikut :
a. Penjualan langsung ke konsumen sebanyak Rp. 1.400.000.000
b. Penyerahan	barang	elektronik	kepada	Pemprov	DKI	Jakarta	sebesar	Rp. 440.000.000 (sudah termasuk PPN)

c. Menyumbangkan ke panti asuhan 1 buah TV seharga Rp. 4.000.000 termasuk keuntungan sebesar Rp. 400.000
d. Membangun gudang elektronik seluas 500 meter persegi di kawasan pergudangan sendiri Rp. 350.000.000
Selanjutnya terdapat transaksi tambahan selama bulan Juli sebagai berikut :
· Mengimpor barang elektronik dari Amerika seharga US$ 100.000; Asuransi US$ 1.000; ongkos angkut ke Jakarta US$ 2.000. Bea masuk sebesar 10% dari CIF dan bea masuk tambahan sebesar 4% dari CIF (belum memiliki API dan barang elektronik tersebut termasuk barang mewah dengan tarif 30%; Kurs pajak terhadap US$ adalah Rp. 13.200
· Membeli sebuah mobil box pengangkut barang seharga Rp. 220.000.000 dan sebuah mobil sedan untuk direktur sebesar Rp. 330.000.000 (harga kedua kendaraan tersebut sudah termasuk PPN)
Diminta :
1. Hitung PPN dan PPnBM atas transaksi di atas
2. Berapakah PPN yang harus disetor
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